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ABSTRAK 

Nama : Muh. Irzul Adi Saputra 

Judul :Analisis Yuridis Sosiologis Pemenuhan Upah Tenaga Kerja 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 

Cipta Kerja. 

Pembimbing : 1. Nu’Man Aunuh, S.H, M.Hum. 

2. Said Noor Prasetyo, SH, MH 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan upah tenaga kerja 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta 

bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang menerima upah di bawah 

standar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, 

yang mengkaji implementasi norma hukum dalam realitas sosial masyarakat, 

khususnya dalam praktik pengupahan di sektor usaha kecil dan menengah (UKM). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan upah masih berada di bawah Upah 

Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat, yaitu sebesar Rp1.500.000 dibandingkan 

ketentuan UMP tahun 2024 sebesar Rp3.393.000. Meskipun pemilik usaha 

memberikan kompensasi tambahan berupa makan dan tempat tinggal, secara hukum 

praktik ini tidak memenuhi ketentuan upah minimum sebagaimana diatur dalam 

Pasal 88C Undang-Undang Cipta Kerja. Di sisi lain, kurangnya pemahaman 

terhadap regulasi serta keterbatasan kemampuan finansial pengusaha menjadi 

hambatan utama dalam implementasi kebijakan pengupahan. Perlindungan hukum 

terhadap pekerja yang menerima upah di bawah standar mencakup hak untuk 

mengakses penyelesaian sengketa, perlindungan dari PHK sepihak, serta sanksi 

administratif atau pidana terhadap pengusaha yang melanggar. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan 

praktik di lapangan, sehingga dibutuhkan pengawasan ketenagakerjaan yang lebih 

ketat serta edukasi hukum baik kepada pengusaha maupun pekerja untuk 

mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja secara menyeluruh. 

Kata Kunci: upah minimum, UU Cipta Kerja, ketenagakerjaan, perlindungan 

hukum, UKM, Papua Barat. 



 

ix 

 

ABSTRACT 

 

 

Name : Muh. Irzul Adi Saputra 

Titel : Juridical and Sociological Analysis of Labor Wage Fulfillment Based 

on Law Number 2 of 2022 Concerning Job Creation. 

Advisor : 1. Nu’Man Aunuh, S.H, M.Hum. 

2. Said Noor Prasetyo, SH, MH 

This study aims to analyze the fulfillment of labor wages based on Law Number 2 

of 2022 concerning Job Creation, as well as the forms of legal protection for workers 

who receive wages below the standard. The research method used is a socio-legal 

approach, which examines the implementation of legal norms in the social reality 

of society, particularly in wage practices within the small and medium enterprise 

(SME) sector. The research findings indicate that wage fulfillment at remains below 

the Provincial Minimum Wage (UMP) of West Papua, amounting to IDR 1,500,000 

compared to the 2024 UMP standard of IDR 3,393,000. Although the business owner 

provides additional compensation in the form of meals and housing, legally this 

practice does not meet the minimum wage provisions as stipulated in Article 88C 

of the Job Creation Law. On the other hand, a lack of understanding of the 

regulations and limited financial capacity of employers are the main obstacles in 

implementing wage policies. Legal protection for workers who receive wages below 

the standard includes the right to access dispute resolution mechanisms, protection 

from unilateral termination of employment, and administrative or criminal sanctions 

against violating employers. This study concludes that there is still a gap between 

legal provisions and practices in the field, thus requiring stricter labor supervision 

and legal education for both employers and workers to achieve comprehensive labor 

welfare. 

Keywords: minimum wage, Job Creation Law, labor, legal protection, SMEs, West 

Papua 
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